Menimbang

BUPATI BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6)

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun
2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Banyuwangi bersama Bupati Banyuwangi bersama Bupati
Banyuwangi telah menyempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/209.K/KPTS/013/2016 Tahun
2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.

. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi;



Mengingat :

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (Lembaran Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang - wundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

10.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

11.

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara
Repbuklik Indonesia Nomor 5679) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 4593 );

19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5161 );

21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123 ) ;



22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219) ;

23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

24.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 81);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2012 ;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425) ;

28.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017 ;



31.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007
Nomor 10/E ) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir
dengan Peraraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor
5 Tahun 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2014 Nomor 9 ) ;

32.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun
2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 13/E).

33.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B ), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2012 Nomor 1/B).

34.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun
2011  tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/C).

35.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun
2011  tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C).

36.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu ( Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut

1 Pendapatan Daerah Rp. 2,692,920,422,299.60
2 Belanja Daerah Rp. 2,873,920,422,299.60
Surplus/(Defisit) Rp. (181,000,000,000.00)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 181.000.000.000,00

b. Pengeluaran  Rp. -

Pembiayaan Netto Rp. 181.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017 Rp . Nihil
Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 388.617.461.647,60
b Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.845.336.036.000,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 458.966.924.652,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 149.027.412.903,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 36.286.612.757,40
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di

pisahkan sejumlah Rp. 18.209.502.437,20

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.  185.093.933.550,00



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 85.987.314.000,00
b. Dana Alokasi Dana Umum sejumlah Rp. 1.400.384.500.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 358.964.222.000,00
Lain — lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 128.751.117.989,00
b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 150.532.440.663,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus  Rp. 179.683.366.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00
f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Rp. 0,00
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.498.467.327.411,60
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.375.453.094.888,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.059.494.553.898,60
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 95.339.698.764,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 10.180.339.236,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 3.100.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah RP.  325.352.735.513,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 76.596.238.200,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 522.063.713.054,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 776.793.143.634,00



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari
a. Penerimaan sejumlah Rp. 181.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran

Tahun 2016 sejumlah Rp.181.000.000.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. -

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

e. Pengeluaran Pihak Ketiga Rp. -
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi

3. Lampiran III  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi Program dan Kegiatan;
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Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Insvestasi ) Daerah;

Lampiran  IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;

11. Lampiran  XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan / atau Pemerintah

(2)

Provinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar

Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah

menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam katagori darurat dan / atau

mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan
dalam APBD atau Perubahan APBD.

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a.

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya ;

. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;

berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;

. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. ;

. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan
keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
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(3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
a.yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada
Perubahan APBD ; .
b. yang belum daianggarkan pada Perubahan APBD selajutnya disampaikan
pada Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ).

Pasal 7
Bupati menetapkan Peraturan lentang fenjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 21 Desember 2016

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 21 Desember 2016

NIP 19591227 198603 1022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 15
NOMOR REGISTER 420-10/2016



LAMPIRAN | :

NOMOR

TANGGAL

10 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

: 21 DESEMBER 2016

KABUPATEN BANYUWANGI
RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman : 1
Nomor Uraian Jumlah
Urut
1 2 3
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah
111 Hasil Pajak Daerah 149.027.412.903,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 36.286.612.757,40
1.13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 18.209.502.437,20
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 185.093.933.550,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 388.617.461.647,60
1.2 Dana Perimbangan
121 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 85.987.314.000,00
1.2.2 Dana alokasi umum 1.400.384.500.000,00
1.2.3 Dana alokasi khusus 358.964.222.000,00
Jumlah Dana Perimbangan 1.845.336.036.000,00
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1 Pendapatan hibah 128.751.117.989,00
1.3.2 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya 150.532.440.663,00
1.3.3 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 179.683.366.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah 458.966.924.652,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.692.920.422.299,60
2. BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung
211 Belanja pegawai 1.059.494.553.898,60
2.1.2 Belanja hibah 95.339.698.764,00
213 Belanja bantuan sosial 10.180.339.236,00
2.1.4 Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa 3.100.000.000,00
2.15 Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan 325.352.735.513,00
pemerintahan
2.16 Belanja tidak terduga 5.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.498.467.327.411,60
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja pegawai 76.596.238.200,00
222 Belanja barang dan jasa 522.063.713.054,00
2.2.3 Belanja modal 776.793.143.634,00

Jumlah Belanja Langsung

JUMLAH BELANJA DAERAH

1.375.453.094.888,00

2.873.920.422.299,60




Halaman : 2

Nomor

Urut Uraian Jumlah
1 2 3
SURPLUS/(DEFISIT) (181.000.000.000,00)
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 181.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

181.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

181.000.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00

BUPATI BANYUWANGI

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS



Bag.Hukum
Typewriter
TTD


